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RINGKASAN

Berbagai usaha dilakukan cleh pemerintah Indonesia
untuk mengembangkan dan meningkatkan keseJjateraan taraf
hidup ¢tenaga kerja serta memefatakan penvebaran lapangan
kerja dan tenaga kerja merupakan akibat dari banyaknva
jumlah penggangguran vang setiap tahunnya bertgmbah pesat.

Usaha-usaha unfuk menghapuskan hambatan-hambatan yang
di hadapi oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja mengeluarkan
peraturan perundang-undangan dan juga memberikan kemudahan
serta mempersulit ijin pendirian perusahasn bagi Perusa-
haan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (pengguna kerja), itu
dimaksudkan agar pengguna kerja bertanggungjawab pada
pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar
negeri, Pemerintah berpendapat bahwa peranan dan fungsi
Kantor Departemen Tenaga Kerja aksan mendorong tercapainva
pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja ke Iluar
negeri dan juga tercapainya keseimbangan antara lapangan
kerja dan tenaga kerja.

Adapun hambatan-hambatan yang mengaha}angi jalannya
pelaksanaan Kkegiatan penempatan tenaga kerja ke luar
negeri adalah sebagal berikut
1. masih banvak calon tenaga kerJa vang belum mengetahui

tentang prosedur pelaksanaan penempatan tenagsa kerla ke

luar negeril.
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Z. Jdenis pekerjaan di luar negeri relatif tetap misal:
pembantuy rumah tangga, karvawan perusahaan kayu 1lapis,
sehingga peminat yang mempunyail ketrampilan khusus atau
keahlian lain tidak bisa berangkat. Seperti : guru

agama, gurun olah raga.

w

banyaknya calo-calo tensga keria vang memberikan prose-

dur pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri

tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yang berlaku.

d. tenaga kerja Indonesia vyang bekerja di luar negeri
masih banyak vang fidak mengerti hukum vang berlaku di
negara-negara vang manjadl tujuan penempatan tenaga
kerja.

Dengan melihat hambatan-hambatan yang tersebut dlatas
maka pemerintah mengeluarkan Kebijaksanaan Utama DEPNAKER,
vang tertuang dalam SAPTA KARYATAMA PELITA VI DEPNAKER.
Kemudahan-kemudahan dalam perijinan penempatan ketena-
gakerjaasn khususnva kegiatan penempatan tenaga kerja ke
luar negeri tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf
hidup tenag kerja vang bekerja di dalam maupun ke luar -
negeri. Karena seperti kita ketahui bahwa jumlah pengang-
guran vang setiap tahunnya bertambah pesat bisa menghambat
jalannya pemerintah mengusahakan untuk membuka lapangan
kerjas di dalam maupun ke luar negeri. Sehingga kita harus
meningkatkan kegiatan penempatan tenaga kerja di dalam
manpun ke luar negeri merupakan usaha untuk meningkatkan

taraf hidup tenaga kerja seutuhnya sebagai salah satu
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tujuan dari pembangunan nasional,yang memberikan harapan

vang baik dimasa sekarang dsn yang akan datang.

Untuk pelaksanaan perjanjian kerja yang merupakan kelanju-

tan dan penyempurnzan dari penempatan tenaga kerja. Dida-

lam Peraturan HMentri Tenaga Kerja Nomer : PER-02/MEN/13994

vang mengadakan perjanjian kerja adalah antara

1.

Pengguna Jasa TKI dengan Perusahaan Jasa Tenaga EKerja
Indonesia mengenai penempatan TKI vang mengatur haka
dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak ini
disebut dengan Perjanjian Pengerahan (Recruiltment
Agreement).

Perjanjian kerja yang berbentuk Rancangan Baku Perjzn-
Jian Kerja (Standard Employment Agreement) vang menga-
dakan perjanjian kerja antara Pengguna Jjasa dengan TKIL,
vang memuat hak dan'kewajiban masing-masing pihak.
Setelah par pihak yaitu antara pengguna jasa dan TKI
telah memenuhi persyaratan persetujuan kerja yvang
tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu

1. sepaksat mereka yang mehgikat dirinyva.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. suatu hal tertentu.

4. suatu sebab yang halal.

Kemidian perjanjian kerja yang diadakan antara pengguna
jasa dengan TKI dituangkan dalam akta dibawah tangan
vang terlebih dulu ditandatangani oleh pengguna jésa

TKI. BSetelah itu baru Tenaga Kerja Indonesia menanda-
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tangani perjanjian tersebut, dihadapan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan di Kantor Departemen Tenaga Kerja
daerah asal tenaga kerja, kemudian perjanjian kerja
tersebut dituangkan dalam kata dibawah tangan dan
diberi materai secukupnya serta perjanjian kerja 1itn
telah berlaku untuk ke dua belah pihak . vaitu antara
penyalur kerja sebagal pihak I dan pihak Ke-Il-nya
tenaga kerja serta pihak ke 11l adalah pengguna kerja.
Maka perjanjian kerja tersebut telah sah dan berlaku
menurut peraturan perundangan vang berlaku.

Kegiatan penempatan tenag kerja ke luar negeri
ini telah wmenembus pasaran kerja diberbagai negeri,
baik dinegara Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, Jepang
dan Brunei Darussalan.

Sehingga dapat memberikan penambshan pendapatan devisa
vang berarti bagil negara. Memang begitu lepas dari
usaha Pemerintah terutama Departemen Tenaga Kerja vang
merupakan salah satu instansi pemerintah vang memberi-
kan dokungan bagi kegilatan tenaga kerja di dalam maupup
ke luar negeri, seperti yang tertuang dalam Peraturan
Mentri Tenaga Kerja No. PER-0Z2/MEN/1994 wvang dikeluar-

kan oleh Pemerintah atas nama Mentri Tenaga Kerja.
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USULAN RANCANGAN PENELITIAN

HENYUSUN SERIPSI SARJANA

I. JUDUL SKRIPSI

IT. Pelaksanaan Penelitian
a. Nama Mahasiswa
b. NIH
c. Jumlah SK& yvang ftelah
diperoleh
d. Apakah sudah lulus da-
lam semua mata kuliah
wajib fakultas
e. Nama Dosen Wali
ITT. Pemimbing Skripsi
IV. Konsultasi Hetodologi
VY. Ruang Linghkup/Bidang Ju-

rusan

PERANAN DAN FUNGSI KANTOR
DEPARTEMEN TENAGA KERJA
DALAM PENGIRIKAN TERAGA
KERJA HELALUIL PROGRAM
ANTAR EKERJA ANTAR NEGARA
(AKAN) DI KABUPATEN DATI
II KUDUS

HELLY MASRI'AH

90.20.6886

149 SEKS

Sudah
A Y. Wahono, S.H, MH.
A. Widanti &, S.H, CH,

A. Widanti 5, 8.H, CH.

Ruang lingkup penelitisn
adalah ruang lingkup Hukum
Dagang sebagal Disiplin

Ilmu Pengetahuan.
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VI. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia pada—.ha&ekatnya
ditujukan untuk mewujudkan suatu masyvarakat aail dan
makmur vang merata baik materiil maupun spirituil
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Untuk mencapail tujuan tersebut titik berat pembangu-
nan nasional diletakkan pada bidang sekonomi déngan
mempercepat pertumbuhan nasional juga untuk memper-
luas kesempatan kerja.

5alah satu permasalahan yang cukup Kkomplek
dalam pewmbangunan nasional adalah jumlah penduduk
Indonesia yang besar dan pengangguran terus bertambah
setiap tahunnya. Jumlah penduduk vang besar selain
sebagal modal dasar pembangunan jugs merupakan suatu
problem tersendiri. Maka kebijaksanaan pembangunan
harus disrahkan untuk membina dan mengembangkan
potensi penduduk tersebut dslam bentuk tenaga kerja
vang produktif yang merupakan modal atan aset negara
untuok melaksanakan pembangunan.

Tantangan vang dihadapi dalam pemnbangunan
nasional antara lain penyedizan kesempatan tenaga
kerja bagi angkatan keria vyang bertambah setiap
tahunnya. Disamping tantangan primer vang lainnya
seperti penyedisan bahan makanan, sandang, perumahan,
pendidikan dan sebagainya. Untuk 1itu yang harus
dicari pemecahannya adalah bagaimana memanfaatkan

tenags kerja vang tersedia ini disertai dengan usaha

o



untuk melengkapl mereka dengan kemampuan dalam usaha-
nyva menunjang pembangunan. Jumlah penduduk vang
besar, laju pertumbuhan vyang tinggili, dan Jjumlah
ténaga kerja yang besar tidak akan menjadi masalah
apabila prasarana ekonomi cukup tersedia dan mampn
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Tersedianya jumlah tenaga Kerja yang besar 1ini
memaksa pemerintah untuk terus mengupayakan lapangan
kerja vang bisa memadal para Ltenaga kerja, sehinggsa
persaingan yang sangat ketat untuk mendapathkan peker-
jaan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Perbandingan
antar lapangan kerja vang tersedia dan jumlah tenaga
kerja vang terus bertambah setiap CLalhunnya menimbul-
kan persaingan yang tidak sehat. Heskipun laju per-
tumbuhan sektor-sektor modern seperti industri pengo-
lahan dapat lebih ditingkatkan, namun Ltenaga kerja
vang dapat diserap pada sektor-sektor tersebut tetap
masih kecil.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah terus
mengupayvakan jalan Keluarnya bagl mereka. Pembangunan
harus dapat dirasakan oleh seluruh raktyat sebagai
perbaikan tingkat hidup wvang berkeadilan sosial vang
menjadi tujuan dan cita-cita sejak Kemerdekaan Indo-
nesia tercapail. Terutama bagl sangat rendah seperti
nelayan, pengrajin, petanl penggarap vang tidak

memiliki tanah, buruh tani dan sebagainya.

Perpustakaan Unik



Perpustakaan Unik

Masalah lain vang tidak kalah pentingnya adsalah
mengenai ketrampilan dan keahlian calon pekerja. Pada
umamnya potensi tenagsa kerjs vang tersedia di Indone-
sia 1nl memiliki tingkat pendidikkan vang rendah,
sehinggas hal tersebut turut mempengaruhi rendahnya
produktivitas kerjs dan juga penghasilan.

"Data tahun 1988 menunjukkan bsahwa daril

74,5% Juta orang angkatan kerja, terdspat

78% vang hanya berpendidikkan maksimal

ST Gan 1,74 Sargans tids dan Shshner o)
Lulusan dan putus sekolah tersebut pada umumnya
berusia muda serta belum mempunysi ketrampilan khusus
dan pengalaman kerja. Oleh karena itu memerlukan
latihan khusus agar menyesuaikan pengetahuan. mereka
dengan persyaratan dunia kerja.

Selain rendahnya ketrampilan serta kesahlian
para calon tenaga kerja, masalah pokok lain dibidang
ketenada kerjaan vang harus dipecahkan di Indonesia,
adalah penyebaran tenage kerja yvang tidak meratz dan
efeslen menyebabkan adanya keleblhan tenaga kerja di
negara vang satu dan kekourangan tensga kerjs di
negara lain.

| Salah satu alternatif untuk memecahkan permasa-
lahan tersebut, maka pemerintah mengadakan progranm
antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar BRerjsa

1) RKartono Wirosuhardjo, Kebijaksanaan Kependudukan
Ketenagakerjsan di Indonesia, Lembaga Penerbitan

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesis Indonesia,
Hal. 3035.



Daerah (ARAD). Program Antar Kerja adalah mekanisme
pelayvanan kepada pencari kerja untuk memperoleh
pekerjasn baik untuk sementara waktu wmaupun tetap,
dan pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh
tenaga kerija vang sesual dengan kebutuhannya.

Jadi uraian tersebut di atas merupakan program dari
Antar KerJda Antar Daerah (ARAD) dan Antar Eerja
Negara (AKAN) vang merupaksn salah satu dari EKantor
Departemen Tenaga Kerjs mempunyai salah satu fungsi
peranan yvaitu melayani para pencaril kerja dan pemberi
kerja wuntuk ditempatkan di luar negeri dan di luaxr
daerah (di luar propinsi).

Pengisian lowongan kerjs melalui mekanisme
Antar EKerja Antar Negara (AKAR) tersebut merupakan
upaya ke arah penyvebaran tenags kerja secara merata
dalam rangkaian pelaksanasan ketenagskerjaan di indo~
nesia.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam program ketena-
galkerjaan tersebut lebih ditegashkan lagi dalam UU No:
14 tahun 1889 tentang EkKetentuan-ketentuan Pokok
mengenai Tenags Kerja khususnya Pasal 5 yaitu:

1. Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerjJa dalam
kwantitas dan kwelitas yang memadai.

2. Pemerintah mengatur penggunasn tenaga kerja secara
penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatsan

vang sebesar-besarnyza dengan menggunakan prinsip
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tenaga kerja vang tepat pada pekerjaan yang tepat !
pula.

3. Pemerintah mengatur penvebaran tenaga kerja sede-
mikian rupa sehingga mendorong kearah penyebaran
tenaga kerja vang efektif dan efesien.

Peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 13968

mengenal Antar Rerja yaitu Peraturan HMentri Tenaga

Kerja No. PER-0Z2/HMEN/19894 tentang penempatan tensga

keria di dalam maupun ke luar negeri.

vang dimaksud dengan Tenaga Kerja menurut UU Ho. 14

Tahun 1969 adalah:

"Setiap orang yvang melaksanakan pekerjaan
baik di dslam maupun ke luar hubungan kerja
guna mgnghasilkan barang dan"l§§sa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehingga pengertian tenaga kerja menurui UU No.
14 Tahun 1969 melliputi tenaga kerja yang bekerja di
dalam meupun ke luar hubungan kerja alat produksi
ntama dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri
baik tenaga fisik maupun pikiran.

Ciri khas dari hubungan keria tersebut di atas adalah -

bekerja yang mempunyzl arti bekerja di bawah perintah

orang lain dengan menerima upah.

Sedangkan pengertian pengerahan tenaga kerja
menurut Pasal 1 Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 4
Tahun 1870 1ialah setiap perbuatan vyang dilakukan
dengan tujuan supaya orang mrengadakan perjanjian

2) Ibid. Hal. 305



kerja untuk dipekeriaan bsik di1 dalam maupun ke luar
negeri, dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi atau
sebagai seniman/orahragawan atau tenaga ilmiah.

Untuk menjamin sgar supava pengerahan tenaga kerja
ini sesual dengan policy pemerintah mengenai penveba-
ran tenaga kerjs yang efektif dan efisien dan Juga
untuk mencegah penyalah-gunaan oleh berbagai pihak,
pengarahan ini harus ber ada ditangan pemerintah atau
ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Mentri Tenaga
Kerja No. 14 Tahun 1970 yaitu bshwa pengerahan tenaga
kerja dilarang bila tidak adg izin tertulis dari
Mentri Tenaga Kerja atau pejabat yang berwenang.
Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Tenaga
Kerja dan Peraturan Mentri Tenaga Kerja HNo. PER-
02/HEN/1994.

Dapat disimpulkan disini bahwa Departemen
Tenaga Kerja memegang peranan yvang cukup kuat/penting
dalam pelaksanakan pengershan tenags kerjas. Didalam
melaksanakan program tenaga kerja, sebagail pihak
pemerintah Departemen Tenaga Kerja mempunyai beberapa
fungsi dan peranan tertentu vang dilaksanakan sesusi
dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis
ingin mengetahui Fungsi dan Peranan Departemen Tenaga
Kerja sebsgai aparat pemerintah dalam pengiriman
tenaga kerja melalui program Antar Kerja Anitar Negara

(AKAN) dan disusun dalam bentuk skripsi dengan Jjudul
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"PERANAN DAN FUNGSI KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
HELALUI PROGRAM ANTAR EKERJA ANTAR NEGARA (AKAK) DI
KABUPATEN DATI II RUDUS".
ViI. Penalaahan Studi Kepustakaan
2. Pengertian Tenaga Kerja

- Menurut Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih
mengatakan bahwa Tenaga Kerja adalah orang yang
bekerja dan digolongkan menurut Jumiah dan
jenis Jjabatan (occupation), y¥ang dibutuhkan
untuk menunjang perkembangan ekonomi sesuai
dengan rencana pembangunan.

- Menurut Pasal 1 ayat 3 BAAB I Peraturan Hentri
Tenaga kerjz No. PER-02/MER/1934, tenaga kerja
adalah tiap orang wvang mampu melakukan peker-
Jaan bailk di dalam maupun di 1luar hubungan
kerja guna memenuhil kebutuhan masyarakat.

b. Pengertian Pengerahan Tenags Kerja Ke Luar Negeri
adalah:

- Menurut Peraturan menteri Tenaga Kerja tentang
Antar Kerja Antar Negara Pasal 1 ayat b menga-
takan bahwa setiap kegiatan vang dilaknkan
untuk nmemperkerjakan tenaga kerja Indonesia
melalul proses penyuluhan, seleksi, pendafta-
ran, pelatihan, uji ketrampilan dan penempatan
ke luar negeri, serta kepulangan ke Indonesia.
Di mana pada pasal tersebut merupakan pengera-

han tenaga kerja yvang dilaknkan dalam rangks



VIII.

proses Antar EKerja untuk mempertemukan perse-

diaan dan permintasn tenaga kerja di dalam

maupun ke luar negeri.
Perumusan Masalah

Mengingat cuknp Iuasnya ruang lingkup kegiatan
dari pengerahan tenaga kerja, sedangkan kemampuan
penulis dalam hal waktu, tenaga dan bilaya sangat
terbatas, maka dalam penulisan skripsi inl penulils
membatasi permasalshan vang dibahas pada program
Antar EKerja Antar NHegara (AKAN) dalam kaitannva
dengan Peranan dan Fungsi Kantor Departemen Tenaga
Kerja dalam penvelenggaraan ARKAN.

Disamping itu agar penulis skripsi Ini menjadi
lebih tegas, terarah dan dapat mencapal sasaran
seperti vang diharapkan, maks dalam penulisan skrip-
si ini perlu diadakan perumusan masalah yang akan di
bahas. Perumusan masalah ini bertujuan agar isi dan
ruang lingkup wurailan dalam skripsi ini terbatas
dalam hsal-hal yang ada hubungannya dengan masalzah
vang akan dibahas.

Adspun masalah-masalah yang akan dibahas dalam
skripsl ini adalah sebagai berikut
1. Bagaimanakah Peranan dan Fungsi Kantor Departemen

Tenaga Kerja dalam pengiriman tenaga kerja mela-
lui Program Antar Keris Antar Regara (AEAN) Dbagil

tenaga kerja dan pemberi kerja ?
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Z. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yvang di 1
buat antara pekerja dengan pengguna kerja ? |

3. Masalah-masalah atau hambatan apa saja &ang
dihadapi oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja di
Kabupaten Dati II Eundus di dalam menjalankan
pelaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar
negeri melalui Program AKAN dan cars untuk men-
gatasinya ?

4. Faktor-faktor apa aja yang mendorong adanya
pelaksanaan pengiriman tenaga kerja melalni
program ARAN ?

IX. Tujuan Penelitian

i. Tujvan Subyektif

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapail gelar
kesarjanaan di bidang ilmu hukum dan Universi-
tas RKatolik Soegijapranata Semaransg.

b. Untult memperdalam pengetahuan dan pemahaman
penilis tentang Hukum Perburuhan khususnya
bidang pengerahan tenaga kerja.

2. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahul pelaksanaan pengiriman tensagsa

.kerja ke luar negerl di Kantor Departemen
Tenaga Kerja EKabupaten Dati II EKudus dan
negara mana saja vang menjadi tujuan
pengiriman,

b. Untuk mengetahui usaha pemerintah dan usaha

Rantor Departemen Tenaga Kerja dalam

i0
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penempatan tenaga kerja ke luasr negeri melaluil
program AKAN.

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada
pada Kantor Departemen Tenaga KerJa dalam
Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui
program- ARKAN,

X. Hetodologi
a. Metodologi Pendekatan

Hetodologi pendekatan vyang digunakan adalah

pendekatan secara yuridis-sosiologis, mengingat

permasalahan yang diteliti adslah mengenai hubun-
gan antar faktor sosial terhadap faktor wuridis,
y3itu masalah-masalah mengenai Peranan dan Fungsi

Kantor Departemen Tenaga Kerja untuk melayani

para pencari kerja dan pemberl kerja yang merupa-

kan langkah ke arah pengemabangan pembangunan
nasional dan penyebaran tenaga kerja wvang merata
dan seimbang. di lain pihak kita dapat 1lihat
bagaimana faktor Program Antar Kerja Antar Negara

(AKAN) dalam pengiriman tenagza kerja ke lusarx

negeri lthususnya Peraturan Mentri Tenaga EKerja

PER-Q2/MEN/1994 dan Reputusan Mentrl Tenaga Kerja

KEP-44/MEN/1994 m=engenail Petunjuk Felaksanaan

Penempatan Tenaga Kerjs

Di Dalam maupun Ke Luar Negeri melalui Program

Antar KerJa Antar Negara (AKAN).

11



Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan bersifat
deskriptif yaitun swuat penelitian yang bertujuan
untuk memberikan gambaran yang menjelaskan fak-
tor-faktor keadaan vang terjadi dalam masyarakat.
Hetode Penarikan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah badan
vang terkait dalam penvelenggaraan pengliriman
tenaga kerjs yaitu Kantor Departemen Tenags
Kerja dan ©Seksi Penempatan dan Perluasan
Tenaga Keria vang menangani masalah penempafan
tenaga kerja di dalm maupun ke Juar negeri
secara keseluruhan dan tenaga kerja yang akan
dikirim.
Sampelnya adalah
1. Kantor Depsartemen Tenaga Kerja di Kabupa-
ten Bati II Kudus.
2. Kantor Seksi Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja di Kabupaten Dati II Rudus.
3. Para tenaga kerja yang akan dikirim melalui
Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
di Rudus.
2. Responden yang dipilih sebagai sampel adalah
- Kepala EKantor Departemen Tenaga Kerja di

Eabupaten Dati II Kudus,

12
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- Kepala Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga
Kerja di Kabupaten Dati II Kudus.

- Sepulnh tenaga kerja vang akan dikrim mela-
jui Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga
Kerja.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Kantor De-

partemen dan XKantor Seksi Peluasan dan Penen-

patan Tenaga Kerja di Kabupaten Dati II Kudus,
alasan penulis melaknkan penelitian di lokasi
tersebut =adalah sebagail berikut

1. Lbkasi penelitian dan tempat tinggal pe-
nulis tidak terlalu jauh sehingga dapat di
capal dengan mudah dan hal tersebut bersarti
menghemat waktu, biaya dan tenagsa.

2. Terdapat adanva data-data tentang pengiri-
man tenaga Lkerja ke luar negeri melaluni
Program Antar EKerja Antar Negara (ARAN) di
Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Seksi
Peluasan dan Penempatan Tenaga Kerja di
Kabupaten Dati II Kudus.

Hetode Pengumpulan Data

Untuk mendaspathan data-data wang diperlukan

dalam menyususn skripsi ini, maka dilaksanakan

penelitian dengan cara mengadakan

1. Studi lapangan, vaitu memperocleh data

13
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primer ,yang di laksanakan dengan mengada- |
kan:

a. Observasi langsung
Yaitu melakukan pengamatan secara lang-
sung pada EKanter Departemen Tenaga Rerja
dan Kantor Seksi Peluasan dan Penempatan
Tenaga Kerja yang bersangkutan.

b. Wawancara
Yaitu tehnik wvang dipergunakan untul
memperoleh data yang lengkap mengenai
hal-hal vang berhubungan dengan pelaksa-
naan pengiriman tenaga kerja ke luar
negeri, dengan mengadakan wawancara
secara bebas terpimpin sehingga dipero-
leh data yang mendalam seperti apa yang
diharaphkan.

c. Quesioner
Yaitu tehnik yang dipergunakan untuk
memperoleh data dengan Jjalan menagjukan
daftar pertanyaan secarz tertulis kepada
pihak-pihak vang berhubungsan dengan
penyusunan skripsi ini.ls)

2. 5tudi kepustakaan
Hengumpulkan dafa—data yang diperlukan
dengan cara mengambil 1literatur-liiteratur

3> Ronny Hanitijo Soemitro, S. H. Metopdolegi Penelitian
Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Hal. 51.
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atau buku-bukn vang diksrang oleh para |
ahli/pars. sarjana vang berkaitan dengan
masalah penyusunan skripsi, deckumen-dokumen
peraturan perundang-undangan dan sebagainya .
atan sumber hnkum vyang dapat digunakan
untuk menganalisa dan memecahkan masalah.
e, Metode Penyajian Data
Metode penvajian data vang disesuaikan dengan
data vyvang diperoleh dari hasil penelitian
melalul wawancara, serta data sekunder, vyaitn
data diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Data primer dan data sekunder yang diperoleh
kemudian dissajikan secara sistematis dalam
bentuk uraian.
f. Metode Analisa Dats
Hetode analisa data yang dipergunalkkan adalah
kualitatif.
Henurut pendapat Soerjono Soekamto. Hetode
Kualitatif adslah sebagail berilkut:
"Hetode kualitatif adalah suatu tata
cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif-analisa, yaitu sapa yang
dinyatakan responden secara tertulis
atau lisan dan juga prilakunya yang
4 S R iy
Penulis menggunakan analisa data secara kuali-
tatif karena data-data vang diperoleh sebagian

4) Soerjono Soekamto, Pengantar Pepnelitian di Bidang
Hukum. Penerbit Fakultas Hukum JNS. 1887. Hal. 31.
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XI.

besar merupakan data-data kualitatif Vang
tidak dspat diklasifikasikan dalam kategori-
kategori.

Dari analisa secara kualitatif tentunya harus
mampu menghasilkan suatu laporan penelitian

vang dapat di pertanggungjaswabkan sSecara

1lmish.

Jadwal Waktu Pelaksanaan

Persiapan : 10 hari
Pengumpulan data : 30 harti
Analisa data : 40 hari
Penulisan laporan : 40 hari
Jumlah : 120 hari

16
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MENTZRI TENACA UA
RESCELIX INDOHESIA

PERATURAN

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 02 /MEN/1994

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM DAN

KE LUAR NEGERI

MENTER! TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

Mengingat 1

bahwa penempatan tenaga kerja baix di caiam
maupun ke luar negeri perlu ditingkatkan dan
dikembangkan sejalan dengan amanat GBHN
tahun 1993; '

bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-06/MEN/
1987 tentang Bursa Kerja Swasta dan Per-
aturan Menteri Tenaga Kerja Nomar : Per-01/
MEN/1991 tentang Antar Karja Antar Negara

~ sudah tidak sesuai lagi dengan keperluan dan

perkembangan keadaan maka perlu d:ca-
but;

bahwa untuk ity perlu ditetapkan dengan Per-
aturan ‘Menteri Tenaga Kerja.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang

Pemyataan Berakunya Undang-Undang Peng-

1
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10.

11,

~uruhan Tahun 1848 Nomor 23
giﬁ:eiehr:‘ Indonesia Untuk Seluruh Indo-
nesia; Jis Stb 1936 no. : 650 dan Sth 1938
no. * 386 tenlang Peraturan Pelaksanaan Pe-
ngerahan Orang Indonesia Untuk Melaksana-
xan Pekerjaan Di Luar Indonesia:

{jndang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 ten-

tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja; - i -
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;

Undang-Undang Momor : 1 Tahun 1987 ten-
tang Kamar Dagang dan Industri;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1892 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jis Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Keputusan
Presiden Nomor 22 Tahun 1993 dan Kzpu-
tusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun
1993,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian;

Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1291

tentang Latihan Kerja;

Keputusan Presiden R.l. Nomor : 15 Tahun
1976 tentang Pokok-Pokok Orgamsas: Perwa-
kilan R.1. di Luar Negeri;

Keputusan Presiden Rl nomor : 4 Tahun 1980
lentang Wajib Lapor Lowongan Pegkerjaan;

Keputusan Presiden R.l. Nomor : 15 Tahun
1984 Jo Keputusan Presiden A.1. Nomor ; 104
Tahun 1633 tantang Perubahan Atas Kepu-
tusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang

i
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Susunan Organisasi Departermen Sebagaima-
na Telah Duapuluh Kali Diubah, Terakhir De-
ngan Keputysan Presiden R.l. Nomor 83 Ta-
hun 1993;

12. Keputusan Presiden R.1. Momor : 28 Tahun
1990 tentang Kabiiaksanaan Pemberian Surat
Ketzrangan Fiska! Luar Negeri;

13, Kepu'lsan Presiden R.I Nomor : 95 Tahun

ol 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pemba-
1 2 ngunan Vi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTER| TENAGA KERJA

. TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DI
DALAM DAN KE LUAR NEGERI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dangan :

Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pangerahan tenaga
kerja yang dilakukan dalam rangka proses Antar Kerja, untuk
mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik.
di dalam maupun ke luar negeri;

Antar Kerja adalah svatu mekanisme peiayanan Kepada pen-
cari kerja untuk memperolen.pekerjaan sesuai dangan bakat,
minat dan kemamopuannya, batk untuk semeantara wakiu rmau-
pun tetap, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk mem-
perolen lenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;

Tenaga Kerja adalah liap orang yang mampu melakukan pe-
kerjaan baik di dalam maupun-di fuar hubungan kerja guna
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menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat;

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKi adalah

Warga Negara Indonesia baik laki-taki maupun perempuan

yang melakukan Kegiatan dibidang perekonomian, sosial, ke-
ilmuan, kesenian dan olah raga profesional serta.mengikuti
pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian ker]a i

Surat ljin Usaha Penempatan Perusahaan Jasa TKI yang: 'ge. e
lanjutnya disebut SIUP-PJTKI adaiah ijin usaba Perusahaan -

Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat melaksanakan pe-
nempatan tenaga kerja bagi pemenuhan kebutuhan pihak lain
baik di dalam maupun ke luar negeri;

Perusahaan Jasa Tenaga Kera Indonssia yang selanjuinya
disebut PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) yang memiliki Surat ljin Usaha PJTKI untuk
melaksanakan kegiatan jasa penempatan tenaga kerja di dalam
dan ke’ luar negeri;

Mitra Usaha penempatan tenaga kerja yang selanjutnya disabut
Mitra Usaha adalah instansi atau Badan Usaha berbentuk ba-
dan hukum atau pihak lain baik di dalam maupun di luar ne-
geri yang bertanggung jawab menyalurkan tenaga kerja ke-
pada Pengguna Jasa Tenaga Kerja;

Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang. selanjutnya disebut P2ng-

guna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha ber-

bantuk badan hukum, perusahaan dan percorangan di dalam

atau di luar negeri yang bertanggung Jawab mempekerjakan
tenaga kerja;

Perwakilan Penempalan tenaga kera di luar negedi yang se-
lanjulnya disebut Perwakilan Luar Negeri adalah pihak yang

- berlindak untuk dan atas nama PJTKI yang berkedudukan di

luar negeri;

Perwakilan Penempatan tenaga kerja di daerah yang-se-
!z_an|u!nya disebut Penvakilan Daerah adalah pihak yang bes-
tndak untuk dan atas nama PJTKI yang berkedudukan di

Perpustakaan Unik



witayah hukum Republik Indonesia;

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut B8KK adalah
Bursa Kerfa di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan
Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja;

Proposal Kegiatan Perusahaan yang selanjutnya disebut PKP
adalah rencana kegiatan leknis operasional perusahaan yang
disusun untuk jangka waktu letentu yang memuat rencana
" kegiatan usaha (business plan} tentang penempatan tenaga
keria secara rinci berdasarkan hasil survey, riset atau penga-
lamars®ang telah diperoleh pada tﬁa‘sa falu, yang akan dipakai
set;_ag"a_'i" salah saiu tolok ukur penilaian rencana dan pelak-
sanaan Kagiatan perusahaan; '

. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disebut SPP
adalah sural perselujuan dalam rangka penempaian tenaga
kerja di dalam negen;

. Pefjanjian Pengerahan. (Recruitment Agreement) adafah per-
jeniian sacara tertulis antara PJTKI dengan Milra Usaha atau
Pengguna Jasa mengenai penempatan TKI yang mengatur
hak dan kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak;
Perdanjian Kerja adalah perjanjian yang dibuat secara teriulis
antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI, yang memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak;

Visa Kerja Panggilan perorangan adalah ijin masuk kesuatu
negara untuk bekerja berdasarkan panggilan dari Pengguna
Jasa;. :

Bank Pasenrta Program Penempatan Tenaga Kerja yang selan-
jutnya disebut Bank Pesenia Program, adalah Bank yang ber-
partisipasi aktif dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja
di dalam dan ke luar negeri secara utuh sebagai satu paket
mutai dasi pra penempatan sampai dengan purna penempatan,

Menteri adalah Mznteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.

L5
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Pasal 2

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam dan Ke luar
negeri harus mentaali ketentuan yang ditetapkan oleh Menter.

Pasal 3

{1) Peiaksanaan penempatan tenaga Kera dilaksanakan secara
terdib, efisien dan efeklip untuk_men€apai peningkatan ke-
sejahleraan tenaga kerja, pemasukan devisa, perluasan la-
pangan kerja dan keberhasilan usaha jasa penempatan tenaga
kerja dengan memperhatikan harkat dan rmariabat bangsa dan
negara, melalui pendayagunaan permintaan pasar kerga di
dalam dan di luar negeri.

(2} Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1) Menten dapat menunjuk Badan Usaha terientu.

{3) Ruang Lingkup kegtatan Badan Usaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja dan atau mengikuti

latinan kefja di luar negeri dengan menggunakan visa panggilan -

(Calling Visa) perorangan dibantu dan diberi kemudahan, untuk itu
TKI yang bersangkutan periu melaporkan diri k2 Kantor Depariemen
. Tenaga Kerja setempat. .
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’ BAS Il
" PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA
Bagian Pertama
Lembaga Pelaksana -
Pasal 5

(1) Lembaga pelaksana 'penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. Lembaga daninstansi Pemerintah, dalam rangka kerjasama
antar lernbaga pemerintah atau swasta dapat melaksanakan
" penempatan tenaga Kerja di dalam dan ke luar negeri se-
telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Teriaga Kerja atas -nama Menter;

b. Badan Hukum lain dapat melaksanakan penempatan te-
naga kerja di dalam dan ke luar negeri uniuk Kepentingan
sendii setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama
Menteri: )

c. BKK dapat melaksanakan penempatan tenaga kerja di
dalarm negeri dan bekerjasama dengzn PJTKI untuk pe-
nempatan tenaga kerja ke luar neger;

d. Badan Usaha Swasta yang memenuhi persyaratan dapat
melaksanakan penempatan tenaga kena setelah mendapat
Sural ljin Usaha Penempatan PJTKI dari Direkiur Jenderat
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjz atas nama Menten.

e. Badan Usaha tertentu yang dttunjuk Menter.
__LZ) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
. {1) huruf a, d dan e dilaksanakan dalam rangka memenuhi ke-
¢ butuhan sendiri atau permintaan pihak laia. - :

/ b= ' Bagian Kedua
Persyaratan, Perusahaan Jasa Tenaga Kﬂrja Indonesm .

" Pasal 6

{1) Badan Usaha Swasta yang berusaha di hrdang penempatan
tenaga kerfja wajib memiliki SIUP-PJITKI. -



(2) Untuk mendapatkan SIUP-PJTKI, harus memenuhi persyaratan

(3)

(4)

umum sebagai berkut :
a.

g-

-

badan hukum perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) atas dasar Akte Notaris sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku, dan mencantumkan ada-
nya kegiatan usaha di bidang jasa ketenagakerjaan;
mddal usaha harus seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara
Indenesia;

direksi dan atau F’emlhk perusahaan harus Warga Negara
Indonesia;

memenuhi ketentuan tentang medat disetor minimum dan
dana jaminan sebagai deposito PJTKI pada Bank peserta
program penempatan tenaga kerja;

mempunyai referensi dari Bank peserta program penem-
patan tenaga kerja;

pernyataan kesanggupan untuk memiliki Balai Latihan
Kera sendin paling lambat dalam jangka waktu 5 ( lima )

tahun setelah’ mendapat SIUP-PJTKI berdasarkan Per- .

aturan Menter ini;

mempunyai Proposal Kegiatan Perusahaan untux jangka
waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.

Modal disetor untuk petusahaan yang dimghonkan SIUP-
PJTKI ditetapkan sebagai berikut :

a.

untuk perusahaan. pemechon SIUP-PJTK| dalam rangka
penempatan tenaga kerna di dalam dan ke luar negeri,
modal disetor sekurang -kurangnya Rp 375.000. 000 {Ti-
ga ratus tujuh puluh fima juta rupiah); - ~

. untuk perusahaan pemohon SIUP- PJTKI dalam rangka

penempatan tenaga kerja hanya di dalam negeri, modal
disetor sekurang - kurangnya Rp. 100.000.000,- (seralus

-juta rupiah).

Dalam rangka pembinaan. tanggung jawab dan peningkatan
kesejahteraan Karyawan Perusahaan pemegang SIUP-PJTKI,
sekurang-kurangnya 10 % ( sepuluh per seralus ) dar total sa-
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ham perusahaan disediakan sebagai porsi keikutsertaan Kar-
yawan Perusahaan.yang bersangkutan dalam bentuk Koperasi,
dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 20% {duapuluh
per seratus) setelah 5 {lima) tahun.

(5) Persyaratan tsknis dan tata cara permohonan SIUP-PJTKI
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menten. '

Pasal 7

(1) SIUP-PJTKI diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pe-
nempatan Tenaga Kerja atas nama’ Menteri.

(2) Dalam rangka menjamin adanya kelangsungan usaha, SIUP-
PJTKI sebagaimana dimaksud datam ayat (1) berlaku sampai
dengan adanya pembatalan atau pencabutan SIUP-PJTKI se-
suai dengan ketentuan yang ditetapkan cleh Menteri.

Pasal 8

Setiap perubahan atau penggantian personil direksi dan atau
pemegang saham perusahaan sabagaimana tercantum dalam
dokumen persyaratan untuk mendapatkan SIUP-PJTKI, harus
ditaporkan secara teriulis kepada Menteri Tenaga Kerja ¢.q Direkiur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasa! 9

Dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang berdaya guna dan
berhasil guna, PJTKI dapat mendirikan Perwakilan yang memenuhi
persyaratan baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Ketiga
Tugas, Hak dan Kewajiban
Pasal 10

Lembaga Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana di-
maksud dalam’pasal 5 ayat (1) melaksanakan tugas Kegiatan pe-
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nempatan tenaga kerja sesuai dengan proses Antar Kerja baik di
dalam dan atau ke luar negen.

Pasal 11

Pelaksana penempatan l2naga kerja sebagaimana cdimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) sesuai dengan status dan persyaratan
kelembagaannya mempunyat hak antara lain :

-
b.

menempatkan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri;
menyediakan tenaga: kerfja yang diperlukan Pengguna Jasa

~ baik di dalam maupun di luar negeri;
- memperoleh informasi pasar kerja dari dalam dan luar negeri;

memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Departamen Te-
naga Kerja;

mendapat biaya jasa penempatan dar Pengguna Jasa di da-
lam maupun luar neger;

mendapat biaya jasa penempatan dar tenaga kerja sesuai de-
ngan ketentuan yang beriaku;

mengelola bank data tenaga kerja terampil atau berpangalaman.

Pasal 12

Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagairmana dimaksud pasal
5 ayat (1) mempunyai kéwajiban antara lain untuk

a.
b.

10

melaksanakan penempatan tenaga kerja;

memenuhi persyaratan yang ditelapkan sesuai dengan ruang
lingkup kegiatan; Ep

melaksanakan dan mematuhi petunjuk dar Depariemen Tenaga
Kerja;

menyiapkan TKI yang berkualitas dalam segi mental, fisik, ke-
trampilan teknis dan kemampuan berkomuriikasi;
mzlaksanakan promosi dan pemasaran jasa TKI;

menyeslenggarakan management information sysiem. { MIS };
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melaporkan seiiap penempatan, pemberangkatan dan pernu-
langan TKI kepada Depariemen Tenaga Kerja secara berkala
dan insidental untuk hal yang khusus;

memberikan perlindungan kepada tenaga kerja mular dari pra

- sampai dengan purna penempaian, tsrmasuk pengamanan

(1)

pelaksanaan peqanjlan kerja yang mengikat Pengguna Jasa .
TKIL

membuat lagoran usana dalam benfuk laporan semesteran
dan laporan tahunan dengan ketentuan Iaporan tahunan harus
diaudit oleh Axuntan Publik.

 Pasal 13

PJTKI dapat melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja
untuk suatu paket kontrak pekerjaan penyediaan dan
pengelolaan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

- ayal (1) harus mendapat persetujuan teriulis dari Direktur

{3)

Jenderal Pembinaan Penemipatan Tenaga Kerfja atas nama
Menteri.

BAB 1li
PENYIAPAN KUALITAS TEMAGA KEFIJA
Pasal 14

- Penyiapan kualitas tenaga Kkefja yang belum memiliki ke-

trampitan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, uji ketram- -
pilan dan orientasi pra pemberangkatan.

Pelatinan keterampilan bagi lenaga kerja sebagaimana di
maksud dalam ayat (1} dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja
milik PJTKY atau Lembaga Pelatihan Kerja lainnya yang telah

_mendapat akreditasi dari Depariemen Tenaga Kera.

Untux menenukan kualifkasi ksterampilan tenaga kerja,
Lembaga Pelatinan Kzrjia sebagaimana dimaksud pada ayat

~{2) melaksanakan Uji Kelerampilan berdasarkan Standart Kua-

11




lifikasi Ketrampilan yang ditetapkan Departeman Tenaga Kerja.

(4) Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan Kena lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menerbitkan Surat Tanda
Tarat Latihan (STTL) atau Sertifikat Latihan bagi para peserta
latihan yang dinyatakan lulus pada akhir program pelatihan
berdasarkan Siandart Sertifikasi yang ditetapkan oleh
Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 15

{1) Calon TKI yang telan memitiki ijasah pendidikan formal atau .
kejuruan yang diakui secara Nasional harus mengikuti pelatthan
ketrampilan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi jabatan
yang dibutuhkan.

(2) Pelatihan Keterampilan-dan keahlian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan yang te-
lah diakreditasi oleh Departemen Tenaga Kerna.

(3} Calon TKI yang mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus mengikuti test atau uji keterampilan-yarg
dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dan atau Balai Latihan
Kerja atau TIM Uji Ketrampilan yang telah mendapat akreditasi
Departemen Tenaga Kerja .

Pasal 16

Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan dan Tim Uji Keterampilan
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan 15 hasus bertanggung
jawab penuh atas kualitas hasil pelatiban dan Uji keterampilan
yang dilaksanakan. ;

BAB IV ‘
' PROMOS! DAN PEMASARAN JASA TENAGA KERJA
Pasal 17

(1) Promdsi dan Pemasaran Jasa Tenaga Kerja dilakukan secara

12




aktip untuk mencapai peningkatan kualitas dan pengembangan
penempatan tenaga kerja di setiap sekior kegiatan baik di
dalam maupun di luar negeri.

{2) Untuk efisiensi serta efektivitas promosi dan pemasaran jasa
tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus
didukung dengan sarana dan metoda untuk memantau serta
menganalisis kondisi pasar kerja agar dapat melakukan pe-
nyiapan tenaga kena sesuai dengan permintaan.

BAB V
PENEMPATAN TENAGA KERJA DI DALAM NEGERI
Pasal 18

Setiap penempatan tenaga kerja di dalam negen harus dilaksanakan
dengan SPP.

rasal 19

(1} Urtuk mendapatkan SPP sebagaimana dimaksud datam pasal
18, pelaksana penempatan harus menunjukkan bukti adanya
permintaan dari pengguna jasa dengan penjelasan tentang
ruang lingkup sasaran penempatannya baik Lokal maugun
Antar Daerah. "

(2) Tata cara pemberian persetujuan penempalan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri. : :

Pasal 20

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pasal 19 ditetapkan untuk
memenuhi persyaratan sebagai berkut :.

a. harus mampu membuat dan menandatangani perjanjian kerja
dengan tenaga kerja; '

b. harus mempunyat alamat dan nama penanggung jawab yang
jelas;

i3




c. harus sanggup dan mampu memenuhi seria melaksanakan
keseluruhan isi perjanjian kerja yang telah beraku secara
syah.

Pasal 21

Pelaksana penempalan tenaga kerja sebagaimana di maksud
pada pasal 5 ayat (1) yang menempatkan tenaga kerja di dalam
negeri -harus berianggung jawab atas keselamatan dan ke-
sejahteraan tenaga kerja sejak dari daerah asal sampai dengan
tiba dan diterima eleh Pengguna Jasa.

Pasal 22

Seliap calon tenaga kerja yang dipersiagkan untuk dipekerjakan di
dalam negeri harus memenuhi persyaratan umum:

a. wusia minimal 18 tahun; -

b. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
c. sahat mental dan fisik;
d

berpendidi‘kan terteniu, memiliki keterampilan atau keanlian
sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diper-
lukan; i

e. terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja di wilayah tempat
. tinggalnya. :

Pasal _23

Penempatan tenaga kerja Lokal dan Antar Daerah dilaksanakan
secara tertib, efisien, efektip dan diberi kemudanan serfta mampu
memenuhi permintaan pasar kerja sesuai dengan perkembtangan
kesempatian kerja di dalam negeri. -

14




BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGER]I

Pasal 24 .

PJTKI yang akan melaksanakan penempatan tenaga kerja ke luar

negeri harus mempunyal Mitra Usaha dan atau mendapatkan
Pengguna Jasa.

Pasal 25

Mitra Usaha PJTKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
pasal 24 harus memenuhi persyaratan -

a.

badan hukum yang memiliki ijin usaba sebagal perusahaan ja-
sa tenaga kecja dari instansi yang berwenang, atau badan hu-
kum lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-
undangan negara setempat; '

mempunyai alamat dan nama penanggung jawab yang jelas;

mampu memantau dan membantu agar pelaksanaan isi per-
janjian kerja antara Pengguna Jasa dengan TK| ditaati, seria
ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah antara
TKl dan Pengguna Jasa di luar negeri.

F’asal 26

Pengguna Jasa TK| sebagaimana dimaksud pada pasal 24 hamus
memenuhi persyaratan :

a.

badan hukum atau perorangan yang diperkenankan memper-
kerjakan tenaga kerja asing oleh peraturan perundang-
undangan negara setempat;

mempunyai alamat jelas;
sanggup dan mampu-memenuhi, mentaati seta melaksanakan

‘keseluruhan isi perjanjian keria yang telah. di tandatangant
“bersama TKI, dan berlaku secara syah.
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Pasal 27

Seliap calen TKI yang dipersiapkan untuk dlpekeqakan ke luar
negar harus mamenuhi persyaraian umum :

a. usia minimal 18 tahun; -
b. memilixi Kardu Tanda Penduduk;

c.. sehat mental dan fisik;
d

berpendidikan tertentu, memiliki keterampilan atau Kkeahlian
atau. pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan jabatan
atau pekerjaan yang diperlukan;

e. terdafar di kantor Depaniernen Tenaga Kerja di wilayah tem-
pat tinggalnya; )

f. memiiiki Pasport dari Kantor Imigrasi secara syah sesuai ke-
tentuan yang berlaku.

Pasal 28

Penempatan TKI ke luar neger dilaksanakan melalui proses pe-
nyediaan, penyiapan kualitas, pemberian perlindungan dan pela-
vanan sejak dar daerah asal, pada saat penempatan sampai de-
ngan kedatangan dari luar negeri dan kepulangan ke daerah asal
TKI

Pasal 29
Penempatan TKI ke luar negeri dapat dilaksanakan kesemua ne-
gara tujuan Kecuali Menteri menentukan lain mengingat kepentingan
_negara dan atau kondisi pasar kerja di luar negeri.

Pasal 30

i1) Penyediaan tenaga kerja dilaksanakan melalui kegiatan
" cenyuluhnan, pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi
terd:bark_an permintaan nyata dari Mitra Usaha dan alau

Pengguna Jasa.

o
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(3)

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan

oleh PJTKI dengan mengetrapkan Sistim Antar Kerja melalui

Kantor Departemen Tenaga Kerja daerah asal TKI.

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2), PJTKI dapat bekerjasama dengan :

a.. lembaga Pelaksana Penyediaan Calon TKI yang telah
mendapat pangesahan dar Deparlemen Tenaga Kedqa;

b. perusahaan permegang SIUP-PJTKI yang melaksanakan
kegiatan khusus untuk penempatan tenaga kerja di dalam
negeri; ol

c. badan usaha tertentu yang ditunjuk oleh Menteri;

d. organisasi Profesi yang memiliki persediaan tenaga Kerja
terampil; :

e. BKK.

Pasal 31

Periindungan kepada tenaga kera peserta program penempatan
tenaga kera ke luar negeri harus dilaksanakan: sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang beraku.

Pasal 32

Pelaksana penempatan tenaga kedqa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) hurui a, b, d dan e sabelum melaksanakan pe-
nempatan tenaga kerja ke luar negeri harus memenuhi kewajiban
yang berkaitan dengan perindungan tenaga kerja antara lain :

&
b.
o

persyaratan penempatan tenaga kerja;

seleksi terhadap kualitas Calon Pengguna Jasa tenaga kerfja;
kejelasan dan kepastian perlindungan hukum bagi tenaga
keda,; :

kepastian pengikutsertaan lenaga kerja dalam Program “Ja-
minan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan atau sistim ja-
minan kesejahteraan TK! serta sistim asuyansi |a|n_nya di ne-
gara penempatan tenaga kerja.
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Pasél a3

1). Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud -
dalam pasal 5 ayal (1) huruf a, b, d dan & yang menempatkan
TKI ke luar negeri harus bertanggung jawab atas :

a. keselamatan dan kesejahieraan tenaga kerja sejak dari
daerah asal sampai dengan kedatangan dari luar neger,
:kepulangannya ke tempat asal dan keberangkatan kembali
séielah cutii. |

b. ',i'?'r'é'ﬁgdfué penyelesaian permasalahan yang timbul antara -
tenaga kerja dengan Pengguna Jasa berdasarkan perjanjian,
kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di negara setempat. '

c. hak-hak TK! yang belum diselesaikan dan atau belum .
dipenuhi oleh Pengguna Jasa.

:2). Dalam menyelesaikan permasalahan sabagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurui b dapat minta baniuan Perwakilan R.I
atau bekarjasama dengan Badan Usaha yang ditunjuk oleh
Menteri. -

Pasal 34

TKI yang bekerja di luar negeri harus mengikuli program tabungan,
Jengiriman uvang (rernitiance) dan orogram kesejahtecaan TKI
yang diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 35
“erwakilan Republik Indonesia sesuai dengan fungsinya melak-
sanakan pembinaan, perlindungan dan pemberian bantuan dalam
22nyeiesaian permasalanan TKI di negara wilayah akreditasinya.

1= A%
wlal -
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BAEB Vil
PEMBINAAN, EVALUAS! DAN PENINDAKAN
Pasal 35

{H Pembinaan umum terhadap kegiatan penemp-atan tenaga kerja
di dalam dan ke luar negeri dilaksanakan secara kcordinasi
fungsional dengan meagikutsertakan :

h.

Departemen Dalam Negeri dalam pengurusan dokumesn

jali diri para Calon TKI di daerah asal;

Departemen Kehakiman cq. Ditien. Imigrasi dalam peng-

urusan Surat Perjalanan R. (Pasport);

Departemen Perhubungan dalam penguru'san dokumen
dan kelancaran pengangkutan TKI ke tempat ujuan;

Departemen Luar Negen atau Perwakilan R.| dalam pem-
binaan dan perdindungan umum WN{, dan bantuan penye-
lesaian kasus TKI di luar negeri;

Ceparternen Penerangan R.l dalam kegiatan penyulunan
atau pemasyarakatan program penempatan tenaga kerna;
Departemen Keuangan dalam kegiatan pemberian Bebas
Fiskal Luar Negeri dan peningkatan peran serta lembaga
Perbankan serta kemudahan urusan Bea Cukai bagi TKI;

Aparat penagak hukum dan Lembaga atau Instansi terkait
lainnya dalam pelaksanaan tindakan penegakkan hukurm
(law enforcement);

Instansi teknis lainnya yang terkait.

(2) Dalam rangka pembinaan kegialan penempatan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap pelaksana
penempatan tenaga kerja dikenakan biaya-pembinaan sesuai
dengan jenis dan tingkat jabatan serta tujuan penempatan TK!
yang bersangkutan. -

£

{3) Besarnya biaya pembinaan 'sebagéimana dimaksud datam
ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. -
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Pasal 37

Sembinaan tzknis terhadap PJTKI] dan BKK dilaksanakan secara
zaranjut dan terkoordinasi dengan Instansi atau Lembaga yang
nerkompeten, meliputi pembinaan di bidang :

. organisasi dan manajemen;

. peningkatan kualitas personil;

. permodaian;

. peningkatan pemasaran jasa lenaga kerja;

W

o

S

Pasal 38

{1) Evaluasi terhadap Kinerja (Performance) PJTKI dan BKK dila-
kukan secara berkala dan atau insidental oleh Tim Evaluasi;

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk
dan diatur pelaksanaan tugasnya oleh Direkiur Jenderal Pem-
binaan Penempatan Tenaga Kerja atas nama Menteri.

Pasal 39

Dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja atas nzma Menter atau Pejabat Struktural sesuai dengan
fungsi serta tingkat kewenangannya melfakukan tindakan admi-
nistralif dalam bentuk :

a. teguran atau peringatan secara lisan; - .-
D. teguran atau peringatan secara tertulis;

¢. penghentian sementara kegiatan atau skorsing;
d. pencabutan SIUP-PJTKI atau Surat jjin BKK.

-
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(1)

(2)

(1

(2)

- .

BAB VINl
PENGAWASAN
Pasal 40

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan
terhadap dWmatinya peraturan ini dan petunjuk pelaxsanaannya
sesuai prosedur yang bertaku.

Dalam hal-hal tertentu pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terpadu antar Instansi yang
terkait baik ditingkat Pusat maupun di Daerah.

BAB IX -
KETENTUAN PIDANA
: Pasal 41

PJTKI yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 6 ayat (1), pa-
sal 8, pasal 12, pasal 13, pasal 16, pasal 18, pasal 21, pasal
30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 ayat (1) diancam dengan
hukuman kurungan dan atau denda berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Kketentuan-ketentuan. dalam petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dar peraturan Menten ini
dapat dikenakan ancaman hukuman kurungan dan atav denda
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_ BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

SIUP Pengerah dan ijin 8KS yang dikeluarkan berdasarkan
Peraturan Menten Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1991

dan Nomor PER-06/MEN/1987 yang belum. habis masa ber-
lakunya, masih tetap berlaku dan harus' mengadakan penye-

suaian dengan kelentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini,
selambat-lambatnya dalam jangka waktu § {enam) bulan sejak
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tanggal penetapan berlakunya Peraturan ini.

(2) SIP yang dimiliki oleh PPTKI berdasarkan Peraturan ‘Menteri
Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1991 tetap berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu ijin tersebut.

| BAB Xi
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 43

Asli SIUP-PPTKI berdasarkan Peraturan Mentgri' Ndmor : PER-01/
MEN/1991 dan ijin BKS berdasarkan Peraturan Menteri Nomor ;
PER-06/MEN/1987 harus dikembalikan kepada Kepala Kantor

e

4

Lol

BTN LS

Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat pada saat peng-

ambilan SIUP-PJTKI yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
3 Pasal 44

(1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka :

a. Peraluran Menteri Muda Perburuhan R.1. Nomor : 11 ta-
' hun 1859 tentang Antar Kerja Antar Daerab; =
b. Peraturan Mented Tenaga Kefa No. : 4 tahun 197Q ten-
tang Pengerahan tenaga kerja; =
¢. Peraturan Menteri Tenaga Kerfa Nomor : Per-06/Men/
1987 tentang Bursa Kerja Swasta; ‘

d. Peraturan Menteri tenaga kerja Nomor : Per-OUMenﬁ 991
~ tentang Antar Kerja Antar Negara; '

dinyatakan tidak berlaku, sedangkan peraturan pﬂlaksanaannya
. tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
Menteri Tenaga Kerja ini. -

(2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ini d:atur dengan Keputusan
Menter: Tenaga Kerja

22

Perpustakaan Unik
I



Perpustakaan Unik

Pasal 45

Peraturan Menteri Tenaga Keda ini mutal peraku pada tanggal

1 Agustus 1994

Ditetapkan di : J AK AR TA
Pada tanggal : 17 Pebruan 1994
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LAMPIRAN I : KEPUTUSANMENTERITENAGA KERJA
NOMOR : KEP-/MEN/ 1994
TANGGAL : 17 PEBRUARE 1994

EMPLOYMENT ORDER FORM FOR INDONESLAN WORKERS
REQUESTED BY OVERSEAS FMPLOYERS

I. | NAME AND ADRESS OF INSTITUTIONS/ESTABLISIIMENT/INDIVIDUAL

. | Country and place of employment

2. | Government instittton/Recruitment
Company/Recruitment Representative =)
Name -

Type af ¢stablishmen

Adress

PO BOX

Phone/Fac/Telex

Name of Employer of the Govemment
Institution/Establishmear :

Adress

PO BOX

Phone/FacTelax

3. | MName of The User on the Government
Institution/Esiablishment =7}

Type of Establishment

Adress

PO BOX

PhonafFac/Telex

4. | Individual User employed Indonesian

Workers =) : 1
'l.)

Name

Occupation

Adress

PO BOX

Phone/Fax/Telex

*) Delate if not aecessary

**) [fnet sufficeint, please nutice specificauon in page 4
*=») Special for Saudi Arabia

R
L&D J
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2. The establishment representative in
Indonesia
Mama of Establishment
Type of Estblishmenl
Adress of Eslablishment
PO BOX
Phone/Fac/Telex

b, Name of Employer
Adress of Employer
PO BOX
Phone/Fac/Telex

c. Number and Date of Recruitment
Agreement
MNumber
Date

II

TYPE AND NUNMBER OF WORKERS REQUESTED

Job title

o

Duties of the job

Number needed elabarated in dispatchiag
schedule from Indenesia

Proposed duration of service

148

PERSONAL REQUIREMENTS

Age and sex

!\J

Educartion

Expcri':ncc

-

Manal status ¥

Number of dependents allowed




84 TERM OF EMPLOYMENT

. | MNumber of working hours

I

Wage per d.ayfw:c!a'momh
specified according to jobs

Other benefits

b

4. 1 Insurance againts accident or industrial
(occupational) diseaseflife insurance
{during the term of overseas
employement)

¥ TRANSPORTATION AND SOCIAL PROVISION

1. | Transportarion from Indonesia to
the placs of employment and reterm

|~)

Board and lodging

hd

Health care/medical megtment

4. | Working ouifit

......... L. 198, 4
{Signature and position of applicant)

Ambassador of the Republie of Indonesia

Perpustakaan Unik



.19

{Signature pesition of applicant)

Ambassadar of the Republic of Indonesta
approved of :
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EOR OFFICIAL USEONLY :

Labour Attache/Authorized Official

Ditetapkan di : Jakarma
Pada tanggal : - [7 Pebruari 1994

TENAGA KERJA




Lampiran IT :

Nomor

Lampiran : .

Perihal  : Rencana Kebutuhan
Calon TKI

Perpustakaan Unik

Kepumsan Menteri Tenaga Kerja
Nomor @ KEP-LWAAEN/1994
Tangga! : 7 Pebruan 1994

199 ...

Yih. Ka Kanwil Depnaker/
Ka Balai AKAN ¥)
Propinsi

Dalam rangka pemenchan permintaan nyata yang kami tedma dari Mitra

- Usaho/Pengguna Jasa di Negara

denzan ini kami menyam-

paikan rencana kebutuhan Caton TKI sebagai berdkut

1. Jumlah Calon TKI

2 Melalui Sistem Antar Kega
di Kandepnaker

a Laki-laki  :.eeeeee- Orang
b. Pzrempuan : ..o Orang

Unmk inu. karni Jampirkan foto copy dokumen berupa .

4 permink2an nyata;
b.  peranjian pengerahan:

Demikian uniuk diketahui dan kami bermanggung jawab penuh ats proses
penempatan Caton TK! yang bersangkutan,

Tembusan Kepada ;
Ka Kandepnaks=r Ybs.

=) Coret yang tidak pertu

Pznangeung Jawab PITKY
Pzlaksana Penempatan

Meterai

Rp. 1.000.-

Ditetapkan di ;. Jakara
Pada tang,gal 17 Pebruari 1994

] Tenaga Kerja
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LAMPIRANID @ KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA

NOMOR  : KEP-H/MEN/1994
TANGGAL : 17 PEBRUARI 1994
Foto TK1 ybs EARTUIDENTITAS TENAGA KERJA INDONESIA (KITKD) 1)
oty KODE KANDEPNAKER :
NON NDUK :
G xbem) NOMOR INDUK TKI EREEEEEEENE
1. NAMA LENGKAPTKI
L Tempat dan Tanggal Lahir ;
3. Jenis Kelamin : Laki-lakiPerempuan =)
i, Agama H
5. Stawus Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/fanda/Duda ™}
6. Alamoe Langkap TKI :
7. Nama dan Alamat Lengkap
Suami/lsu =)
3. Nama dan Alamat Lengkap
Crang Tua/Wali )
9, Pendidikan Farmal TKI : SODISLTP/SLTAISARMUDISARIANA M)
10, Karmu Tanda Penduduk TKI ¢ LurhfKades =)
:  Daerah/Kola *)
Nomor =) Tgl
11, Keterangan dari Depnaker T AKANa. Tel.
12.
Tgl_ Tel
Kandepnaker Perugas Penyedia TKI/Perwakilan Daerah *)
Petugas
{ ) ( : H
NIP. :
[rtetapkangdi : Jakarta
Pada tan ZL” Pchruari [994
KETERANGAN :
1) Pengisian agar denigan mesia ketikan ditalis |
dengan hurufl cetaikalek tinfa kitam \

*) Corct yang tidak perlu
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